MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERATURAN MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER- 05 /MBU/2008

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Menimbang

BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

a.

bahwa pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dibiayai oleh dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pengadaan barang
dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari
pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) maupun tanpa menggunakan dana
APBN;

bahwa pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMN dan
dibiayai oleh dana APBN telah diatur oleh Keputusan Presiden Nomor
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan perubahannya, sedangkan pengadaan barang dan/atau
jasa yang dilakukan oleh BUMN dengan pendanaan diluar APBN
termasuk pinjaman/hibah dari luar negeri (PHLN) baik yang dijamin
maupun tidak dijamin oleh Pemerintah, memerlukan pedoman
pengaturan tersendiri;

bahwa BUMN sebagai badan usaha perlu melakukan pengadaan barang
dan jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan
momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga
diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dapat
memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip
efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel,;

bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN dengan
menggunakan dana selain dana langsung dari APBN/APBD
memerlukan tata cara tersendiri yang diatur oleh Direksi berdasarkan
pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri yang mewakili
Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal Negara pada
BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b, ¢ dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
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. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756),

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan

Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada
Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Umum (Perum), dan
Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,

Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran, Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007; -

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK
NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK
NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleI?
Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari

APBN/APBD;
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2. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;

3. Pengguna Barang dan Jasa adalah BUMN pemilik pekerjaan;

4. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha, termasuk BUMN, badan hukum, atau orang
perseorangan/subjek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa;

5. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh
Pengguna Barang dan Jasa;

6. Anak Perusahaan adalah anak perusahaan BUMN yang sahamnya minimum 90% dimiliki
oleh BUMN.

)

Bagian Kedua

Prinsip Umum

Pasal 2

(1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

a.

efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil
yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan

kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga
terendah;

efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan;

kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan
Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara
Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; '

transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa,
termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi,:
penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia
Barang dan Jasa yang berminat;

adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia
Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;

akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga
menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

(2) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang
bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang
kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna Barang dan Jasa
dapat memberikan preferensi penggunaan penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap
mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(4) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan
sepanjang barang dan jasa tersebut merupakan hasil produksi BUMN dan/atau Anak
Perusahaan yang bersangkutan, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat
dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Tujuan Pengaturan

Pasal 3
Tujuan pengaturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah :
meningkatkan efisiensi;
mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN ;
menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
meningkatkan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan.

Mmoo o

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh
BUMN yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN atau anggaran pihak lain termasuk
yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin
oleh Pemerintah, kecuali pengadaan barang dan jasa tersebut menggunakan dana langsung dari
APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya.

BAB 11
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pertama
Cara Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 5

(1) Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa
serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2
dan best practice yang berlaku. '

(2) Cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas
pada :
a. pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka untuk jasa konsultan, yaitu diumumkan secara
luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa
yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;

b. pemilihan .../5
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b. pemilihan langsung, atau seleksi langsung untuk pengadaan jasa konsultan, yaitu
pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurang-
kurangnya 2 (dua) penawaran;

C. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung
dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui beauty contest,;

d. pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan
demikian nilainya berdasarkan harga pasar.

(3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih
lanjut oleh Direksi BUMN.

Pasal 6

(1) Cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan

dengan menggunakan sarana eé-procurement yang persyaratan teknisnya ditetapkan oleh
Direksi.

(2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa BUMN menggunakan sistem e-procurement, maka

sistem tersebut wajib dihubungkan dengan portal utama Kementerian Negara Badan Usaha
Milik Negara.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat
pengadaan, atau lembaga profesional yang memenubhi syarat.

(2) Panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib menandatangani Pakta Integritas (Jetter of undertaking) untuk setiap
Pengadaan Barang dan Jasa dengan format sebagaimana terlampir.

(3) Sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Direksi melaporkan kepada
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang dan Jasa
tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin).

(4) Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pasal ini ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa J angka Panjang

Pasal 8

(1) Untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau multi-year, maka
BUMN dapat melakukan Pengadaan Barang dan Jasa 1 (satu) kali untuk Jjangka waktu lebih
dari 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing BUMN,
sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam .../6
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(2) Dalam hal pengadaan jangka panjang atau multi-year, Direksi perlu membuat formula
penyesuaian harga tertentu (price adjustment ) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang
disesuaikan dengan kondisi pasar dan best practice yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penunjukan Langsung

Pasal 9

(1) Pengadaan Barang dan Jasa melalui penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk
langsung 1 (satu) atau lebih Penyedia Barang dan Jasa.

(2) Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan sepanjang Direksi terlebih dahulu merumuskan
ketentuan internal dan kriteria yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dan Pasal 3 dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (3) Pasal ini.

(3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila
memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut :

a. Barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda
“keberadaannya (business critical asset),

b. Penyedia Barang dan Jasa dimaksud hanya satu-satunya (barang spesifik);

c. Barang dan jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan
memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia
Barang dan Jasa;

d. Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan cara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b telah dua kali dilakukan namun peserta
pelelangan atau pemilihan langsung tidak memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang
mengikuti pelelangan atau pemilihan langsung, sekalipun ketentuan dan syarat-syarat
telah memenuhi kewajaran;

e. Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau
yang memiliki jaminan (warranty) dari Original Equipment Manufacture;

f. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis
perusahaan;

g. Barang dan jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order) sepanjang harga
yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa;

h. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional;

i. Barang dan jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak
dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;

J. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN dan/atau Anak Perusahaan sepanjang barang
dan/atau jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan dari BUMN atau Anak
Perusahaan dimaksud dengan ketentuan apabila BUMN dan/atau Anak Perusahaan yang
memproduksi atau memberi pelayanan yang dibutuhkan lebih dari satu, maka harus
dilakukan pemilihan langsung terhadap BUMN dan/atau Anak Perusahaan tersebut.
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Bagian Keempat
Sanggahan

Pasal 10

(1) Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam
setiap Pengadaan Barang dan Jasa, maka pihak yang kalah pada saat pengumuman
pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan. '

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya yang berkaitan dengan kesesuaian
pelaksanaan pelelangan/seleksi dengan prosedur atau tata cara pelelangan/seleksi.

(3) Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari
kerja sejak diumumkannya pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih
dahulu. '

(4) Direksi atau pejabat yang ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan di internal BUMN wajib
menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

(5) Direksi atau pejabat yang ditunjuk menangani dan memeriksa sanggahan dapat melibatkan

pihak yang tidak terkait langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa yang
bersangkutan.

(6) Direksi dapat mengatur persyaratan untuk dapat melayani sanggahan antara lain dengan
mensyaratkan penyetoran uang jaminan sanggahan sebesar maksimum nilai jaminan
penawaran (bid bond) atau pencairan jaminan penawaran (bid bond), termasuk mensyaratkan
adanya pembuktian dari pihak yang menyanggah. :

(7) Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya
terbukti benar secara hukum dan menjadi hak BUMN yang bersangkutan apabila
sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum.

(8) Keputusan Direksi atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat
final. ' .

Bagian Kelima
Kontrak

~ Pasal 11

(1) Kontrak antara Pengguna Barang dan Jasa dengan Penyedia Barang dan Jasa dilakukan
dengan memperhatikan sekurang-kurangnya aspek-aspek sebagai berikut:

a. identitas yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha masing-masing dan
ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan; -

b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah
barang dan jasa yang diperjanjikan;

o

hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;

&

nilai atau harga pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;

o

persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
keluaran atau hasil (outpuf) dari pengadaan barang dan jasa;
g. jadwal .../8
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jadwal pelaksanaan dan kondisi serah terima;

0

h. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai
kelayakan;

i. cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
J-  pemutusan kontrak secara sepihak;
k. keadaan memaksa (force majeure),

1. penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan
alternatif penyelesaian sengketa;

m. jangka waktu berlakunya kontrak:

n. Pakta Integritas (letter of undertaking) yang ditandatangani oleh Penyedia Barang dan
Jasa;

0. kepastian adanya jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperjanjikan.

(2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus mengindahkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance) serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (business
Jjudgment rule).

BAB III
PENGADAAN UNTUK BUMN TERBUKA

Pasal 12

Pemberlakuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini bagi BUMN yang
berbentuk Persero Terbuka, dikukuhkan dalam RUPS masing-masing Persero Terbuka tersebut.

BAB1V
KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 13

| (1) Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya‘

dibebankan pada APBN/APBD, Direksi BUMN wajib mendokumentasikannya.

(2) Direksi BUMN wajib menyusun ketentuan internal (Standard Operating and Procedure)
untuk penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk prosedur sanggahan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN ini.

(3) BUMN wajib membuat daftar dan rekam jejak (track record) Penyedia Barang dan Jasa,
sehingga:

a. Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat strategis dan/atau material dapat menggunakan
daftar tersebut untuk memprioritaskan Penyedia Barang dan Jasa yang telah memiliki
rekam jejak (track record) teruji.

b. BUMN Pengguna Barang dan Jasa dapat memanfaatkan daftar yang ada dari BUMN lain

untuk menghindari penggunaan Penyedia Barang dan Jasa yang masuk ke dalam
blacklist.

(4) Pencantuman .../9
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(4) Pencantuman Penyedia Barang dan Jasa ke dalam blacklist sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, harus disertai dengan alasan yang cukup dan dapat diakses oleh BUMN-BUMN
lain dalam web site Kementerian Negara BUMN.

Pasal 14

Dalam proses pelelangan terbuka/seleksi terbuka dan pemilihan langsung yang memerlukan
Term Of Reference (TOR) atau dokumen pengadaan/ pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa,
Direksi wajib membuat kriteria dan/atau persyaratan yang adil dan wajar sesuai dengan
kebutuhan BUMN dan tidak mengarah untuk memenangkan pihak tertentu.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini, maka :
1. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor SE-01/MP-BUMN/1998
tanggal 6 April 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Semua ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BUMN yang
pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBP, wajib berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini. ’

BAB VI -
KETENTUAN PENUTUP

Pasal16
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 03 September 2008

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SOFYAN A. DJALIL



Lampiran Peraturan Menteri Negara BUMN

Nomor :  PER-05/MBU/2008

Tanggal : 3 September 2008

Tentang :  Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Usaha Milik Negara

(header/kepala surat perusahaan)
PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan

. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas
nama :

Perusahaan
Alamat kedudukan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Kami telah melaksanakan pengadaan barang/jasa berupa ...... (ika jumlahnya banyak dapat
dibuat lampiran) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan
peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad
baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah
tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (independency)

2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di
atas dengan penuh kehati-hatian (duty of care and loyalty) demi untuk kepentingan yang
terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan
telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan
keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (prudent person rule)

3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk
melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait
dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak
memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest rule),
termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.

4. Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai
peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan
peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang
perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (duty abiding the laws).

'Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan
fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya
atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggugn

jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai
dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun)

Jabatan

Meterai 6.000

Nama
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(4) Pencantuman Penyedia Barang dan Jasa ke dalam blacklist sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, harus disertai dengan alasan yang cukup dan dapat diakses oleh BUMN-BUMN
lain dalam web site Kementerian Negara BUMN.

Pasal 14

Dalam proses pelelangan terbuka/seleksi terbuka dan pemilihan langsung yang memerlukan
Term Of Reference (TOR) atau dokumen pengadaan/ pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa,
Direksi wajib membuat kriteria dan/atau persyaratan yang adil dan wajar sesuai dengan
kebutuhan BUMN dan tidak mengarah untuk memenangkan pihak tertentu.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini, maka :
1. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor SE-01/MP-BUMN/1998
tanggal 6 April 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Semua ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BUMN yang
pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBN, wajib berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal16
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : {03 September 2008
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